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Abstrak 

Proses digitalisasi sertifikasi halal ternyata cukup menyulitkan bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa 
dengan penggunaan komputer. Terlebih, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengisi 
keseluruhan formulir, pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pegawai lebih memilih 
membuka usaha atau beroperasi seperti biasa dari pada harus menghabiskan waktu mempelajari 
rangkaian proses sertifikasi.  Oleh karena itu, tim penulis sebagai pendamping halal merasa perlu 
untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengisian formulir (SJPH).  
Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan 
pengabdian telah berhasil, pelaku usaha memahami pentingnya sertifikat halal, secara sadar dan 
keinginan sendiri hadir ke acara pendampingan untuk mendapatkan pengetahuan teknis pengurusan 
sertifikat halal. Pelaku usaha juga berkenan untuk melakukan perbaikan saat di masa pengajuan 
ditemukan ketidaksesuaian oleh komisi fatwa yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha. 
 
Kata Kunci: Sertifikat Halal; Pendampingan; Self-Declare. 
 

Abstract 

The process of digitizing halal certification turns out to be quite difficult for business actors who 
are not familiar with using computers. Moreover, it takes a long time to fill out the entire form, 
micro and small business actors who do not have employees prefer to open a business or operate as 
usual rather than spending time studying a series of certification processes. Therefore, the writing 
team as halal assistants feel the need to carry out community service in the form of assistance in 
filling out forms (SJPH). Based on the results of the dedication that has been carried out, it can be 
said that the service activities have been successful, business actors understand the importance of 
halal certificates, consciously and willingly attend the mentoring event to gain technical knowledge 
of processing halal certificates. Business actors are also willing to make improvements when during 
the filing period a discrepancy is found by the fatwa commission which must be corrected by the 
business actor.  
 
Keywords: Halal Certificate; Accompaniment; Self-Declare. 
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1. Pendahuluan 
 
Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Badan 

Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 272,68 juta jiwa pada 2021, 
dengan 238,09 juta jiwa atau 86,93% beragama Islam [1][2]. Selanjutnya, konsumen muslim yang 
digambarkan religius akan memiliki pola konsumsi yang berbeda dan akan cenderung 
mengkonsumsi produk dan jasa yang halal [3][4]. Sehingga, industri halal di sektor pangan maupun 
jasa tidak hanya pemenuhan kebutuhan beragama [5][6], namun juga menjadi kekuatan ekonomi 
tersendiri baik di tingkat nasional maupun untuk persaingan pada skala global.  

Berbicara tentang persaingan global tidak dapat dilepaskan dari fakta bawa saat ini populasi 
muslim secara global diperkiraan mecapai 1,6 hingga 1,8 Milyar orang, seperlima dari total seluruh 
populasi global [7]. Sehingga tidak mengherankan jika pasar global untuk makanan halal impor 
bernilai 145 miliar USD. Ekspor makanan bersertifikat halal utamanya dikuasasi oleh negara-negara 
non-Muslim seperti Brasil, India, Amerika Serikat, Cina, dan Australia (KOTRA, 2016). Di antara 
para eksportir produk halal, Brasil memiliki persentase ekspor tertinggi yiatu 10,7%, diikuti oleh 
India dengan 9%, Amerika Serikat dengan 4,9% dan China dengan 4,6% (Reuters, 2015). Turki 
merupakan satu – satunya negara mayoritas muslim diantara sepuluh besar eksportir produk halal 
[8].  Sementara Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak hanya menjadi tujuan impor 
paling besar di dunia.  

Pemerintah Indonesia membuat langkah ambisius dengan mengeluarkan Masterplan Ekonomi 
Halal 2019-2024 yang salah satu targetnya adalah menjadikan Indonesia sebaga pusat halal dunia 
[9][10]. Percepatan tujuan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan undang – 
undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang 
masuk, beredar, dan memperdagangkan Indonesia wajib bersertifikat halal [11][12].  Selanjutnya, 
undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 39 
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, secara khusus memberi 
perhatian kuat pada usaha mikro dan kecil (UMK). Guna percepatan sertifikasi halal dan teknis 
pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMK maka ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 
Tahun 2021 yang ditetapkaj pada 14 September 2021 [13][14].  

Selanjutnya regulasi ini mengatur sertifikasi halal dilakukan adanya pendamping halal yang 
kemudian melakukan verifikasi dan validasi atas pengakuan halal yang disubmit oleh pelaku usaha. 
Sehingga perlu dilakukan rekrutmen terhadap pendamping halal. Tim penulis merupakan 
pendamping halal yang telah mengikuti pelatihan pendamping bersertfikat BPJPH. Regulasi terbaru 
memberi opsi pelaku UMK dapat melakukan pernyataan halal secara mandiri (self declare) guna 
mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Mekanisme self declare dianggap sebagai langkah tepat 
untuk percepatan terselenggaranya sistem jaminan halal di Indonesia, karena terdapat kemudahan 
dalam tahapan pengurusan sertifikasinya. Prosedur mekanisme self declare diawali dengan 
pendaftaran akun pelaku usaha ke sistem Sihalal BPJPH, selanjutnya mengisi serangkaian formulir 
Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).  

Proses digitalisasi ini cukup menyulitkan bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan 
penggunaan komputer. Terlebih, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengisi 
keseluruhan formulir, pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pegawai lebih memilih 
membuka usaha atau beroperasi seperti biasa dari pada harus menghabiskan waktu mempelajari 
rangkaian proses sertifikasi.  Oleh karena itu, tim penulis sebagai pendamping halal merasa perlu 
untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pengisian formulir (SJPH).  
Bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
serta  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tim pengabdian 
mendampingi 94 Pelaku usaha dari berbagai daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
 
1.1. Tujuan Kegiatan 

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil 
mendapatkan sertifikat halal melalui mekanisme Self Declare. 
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1.2. Manfaat Kegiatan 
Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat kepada paling tidak beberapa pihak diantaranya; 

masyarakat selaku konsumen akan mendapatkan kepastian kehalalan produk yang mereka 
konsumsi, pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dan edukasi tentang proses produk halal 
selama pendampingan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya dinas mitra 
terbantu untuk meningkatkan kapasitas produk dari pelaku usaha binaan melalui sertifikat halal. 
 

 

2. Realisasi Kegiatan 
 

2.1. Bentuk Kegiatan & Jadwal, Serta Tempat Kegiatan 
a. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha melalui kegiatan 
pendampingan pengurusan sertifikat halal dengan mekanisme self declare, sehingga diperlukan 
metode pelaksanaan yang sesuai agar tujuan tersebut dapat teralisasi. Tujuan kegiatan ini adalah 
adanya perubahan paradigma pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal, sehingga metode 
yang digunakan pada tahapan pertama adalah metode ceramah. Kedua, perubahan terhadap 
pemahaman tentang cara pengurusan sertifikat halal sehingga metode yang digunakan adalah 
pelatihan atau workshop, selanjutnya tujuan akhir adalah didapatkannya sertifikat halal bagi pelaku 
usaha sehingga metode selanjutnya adalah pemantauan proses pengajuan sertifikat halal melalui 
akun sihalal. 

 
b. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada bulan Juli hingga 
Oktober 2022. 

 
c. Tempat Kegiatan 

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berlokasi di aula 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta aula Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

  

 
Gambar 1. Map Lokasi Kegiatan. 

 
2.2. Hasil Pelaksanaan Pengabdian 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen tim selaku Pendamping Proses Produk 
Halal (PPH) bersertifikat. Alasan pemilihan lokasi pengabdian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
karena Kabupaten yang berada di daerah pesisir timur sumatera ini merupakan daerah penghasil 



Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia  E-ISSN: 2723-7060 

Vol 4 No 2, Mei (2023)       P-ISSN: 2776-8066 
 
 

 
315 

Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, Volume 4 No 2, Mei (2023), pp. 312-319 

DOI : https://doi.org/10.35870/jpni.v4i2.191 

 

produk bahari seperti ikan dan udang, hasil bahari tersebut diolah oleh masyarakat menjadi berbagai 
macam produk olahan ikan dan udang seperti kerupuk (kletek) udang, kerupuk ikan, ikan asap, 
bakso ikan, pempek undang, ikan presto dan berbagai olahan lainnya. Produk tersebut telah 
memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sertifikat halal gartis, karena tidak mengandung unsur 
kritis.  Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan 
produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah 
terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  

Berdasarkan data awal diketahui bahwa mayoritas UMK di Tanjung Jabung Timur belum 
memiliki sertifikat halal terhadap produk makanan yang mereka jual. Maka dari itu, sosialisasi dan 
pengarahan sertifikasi halal kepada pelaku usaha makanan maupun minuman di Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur menjadi suatu kegiatan yang dianggap penting untuk dilakukan. Selain itu, ketentuan 
pemerintah sesuai Undang Undang No.33 tahun 2014 yang mensyaratkan pada tahun 2019 seluruh 
produk yang dijual di masyarakat wajib memiliki sertifikat halal atau mendapat label halal 
mengindikasikan perlunya sebuah kajian lebih lanjut mengenai pemahaman sertifikasi halal produk 
makanan pada UMK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bentuk perlindungan terhadap 
konsumen dan implementasi UU Jaminan Produk Halal. Saat ini sertifikat halal bagi pelaku usaha 
dengan produk non kritis dapat dilakukan dengan mekanisme self declare atau pengakuan mandiri, 
dengan tahapan sebagai berikut:  

 
 

Gambar 2. Alur Sertifikasi Halal Self Declare 
 
Tim pengabdian menekankan prinsip kolaborasi dalam menjangkau sebanyak mungkin pelaku 

usaha untuk didampingi mendapatkan sertifikat halal gratis. Kolaborasi dilakukan dengan terlebih 
dahulu menghubungi organisasi pemerintah daerah yang menaungi urusan UKM di Tanjung Jabung 
Timur yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  

Kedua dinas tersebut sebelumnya telah memiliki UMK binaan yang tergabung dalam grup 
WhatsApp (WA), hal ini sangat memudahkan tim pengabdian dalam melakukan persiapan. Pada 
tahap persiapan, tim pengabdian bergabung dalam grup Wa untuk memudahkan kordinasi dengan 
pelaku usaha binaan masing – masing dinas. Selajutnya tim membuat formulir daring agar 
memudahkan pengumpulan berkas syarat yang diperlukan untuk pengurusan sertifikat diantaranya; 
nama pelaku usaha, nama usaha, nama produk, jenis usaha, lokasi usaha, bahan baku produk, 
Nomor Induk Berusaha (NIB), alamat usaha, tahapan proses produksi dan pernyataan pelaku 
usaha. Keseluruhan syarat tersebut akan tim pendamping validasi sebelum melakukan 
pendampingan dan bertemu langsung untuk melakukan pendampingan pengisian.  
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Tahap selanjutnya setelah seluruh syarat dan kelengkapan dokumen siap, maka tim 
menginformasikan kepada masing – masing dinas untuk persiapan kegiatan pendampingan 
pengisian formulir SJPH pelaku usaha pada website Sihalal, yang diakses melalui laman berikut 
https://ptsp.halal.go.id/.  

 
Gambar 3. Tampilan website Sihalal 

 
Setelah disepakati hari pendampingan, kedua dinas memfasilitasi kegiatan berupa penyediaan 

aula untuk masing – masing pelaku usaha binaan berkumpul. Dinas juga menyediakan konsumsi 
berupa makanan kecil kotak untuk pelaku usaha dan tim pengabdian. Kegiatan pendampingan 
diawali dengan pengenalan logo baru halal dari BPJPH, sebagai bentuk sosialisasi terhadap bentuk 
logo baru (15). Selanjutnya pelaku usaha diberikan kembali materi penguatan urgensi sertifikat halal, 
mengapa kemudian produk mereka perlu untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, pelaku 
usaha juga diberikan pengetahuan tentang prosedur untuk memasukkan produk mereka ke toko 
modern seperti swalayan dan mall, salah satunya adalah sertifikat halal.  

 

 
Gambar 4. Kegiatan pendampingan 

 

https://ptsp.halal.go.id/
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Setelah itu, pelaku usaha akan didampingi untuk pengisian formulir SJPH pada akun sihalal.  

  
  

 
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan pendampingan 

 

 
Gambar 6. SJPH Pelaku Usaha 
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Setelah seluruh dokumen SJPH pelaku usaha tersubmit dalam akun sihalal pelaku usaha 
masing – masing, maka pendamping mendata seluruh email dan password akun pelaku usaha untuk 
memudahkan pemantauan jika ada temuan dan dibutuhkan perbaikan, maka tim akan menghubungi 
pelaku usaha. Acara ditutup dengan foto bersama pelaku usaha dan tim pengabdian serta 
perwakilan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

 
2.3 Masyarakat Sasaran 

Masyarakat sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pelaku usaha makanan dan minuman yang 
merupakan binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 94 pelaku 
usaha.  
 
 

3. Tinjauan Hasil yang dicapai 
 

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan 
pengabdian telah berhasil, pelaku usaha memahami pentingnya sertifikat halal, secara sadar dan 
keinginan sendiri hadir ke acara pendampingan untuk mendapatkan pengetahuan teknis pengurusan 
sertifikat halal. Pelaku usaha juga berkenan untuk melakukan perbaikan saat di masa pengajuan 
ditemukan ketidaksesuaian oleh komisi fatwa yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha. 
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